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PENETAPAN
Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Harapan baru, 01 Juli 1959,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gintung, Rt. 10, Desa
Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Karatanegara sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 12 April 1970,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tani Maju, Rt. 002, Rw.
005, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai

Kartanegara sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor
427/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXxXxmenikah menurut agama
Islam pada tahun 1995 di Keluarahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan
llir, Kota Samarinda, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah
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Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam, dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan
disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Satari dan Klumpuk;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus Perjaka dan Pemohon berstatus janda
cerai mati, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana
layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai;

3. Bahwa Xxooxxxxxxxxxxxxxxxxdan Pemohon belum pernah memiliki
Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak tercatat
Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal
dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian
dari Nomor: 6402-KM-19012021-0003, tanggal 19 Januari 2021;

5. Bahwa, dikarenakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal
dunia, saudara Almarhum yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon
sebagai ahli warisnya berhak didudukan sebagai pihak Termohon dalam
proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan
Nikah  Pemohon dengan alamarhum  XXXXXXXXXXXXXXXXXxxdari
Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk
pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat
kepengurusan Jaminan Hari Tua alamarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang
sahnya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
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2. Menetapkan pernikahan antara almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dengan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXxxXX yang dilaksanakan pada tahun
1995 di Keluarahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan llir, Kota
Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan
yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan akan
mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Tenggarong nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 09 Maret 2021, dan atas
permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon di persidangan Termohon
menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan perkara oleh

Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan

meneruskan perkara dan selanjutnya akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan setelah
Termohon memberikan jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan

persetujuan pihak lawan (Termohon), sebagaimana menurut pasal 271 Ry;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon sendiri telah
memberikan persetujuannya atas permohonan pencabutan perkara dari
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Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh

Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak
bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 272 Ry, dan segala
akibat hukum dari pencabutan, yakni Pencabutan untuk mengakhiri perkara,

dan menyatakan perkara permohonan Pemohon telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:
427/Pdt.GI2021/PA.Tgr.;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 540.000,00 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1442 Hijriah, oleh kami
Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa,
S.H.I, M.H. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim
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Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H. Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.
Panitera Pengganti,

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP Rp. 50.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 420.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. Materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)
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